
 

 

 

 

 
 
 
 

PROVINSI BANTEN 
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 

NOMOR 69 TAHUN 2025 
TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH                            
TAHUN ANGGARAN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI PANDEGLANG,  

 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2025 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

SALINAN 



2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        
Nomor 7053); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        
Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6177); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057)sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 



Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
8,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6847); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020          
Nomor 1781); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 431); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk 
Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan 
Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja 
Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum 
yang Ditentukan Pengunaannya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 965); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 
tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 
Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2025 Nomor 113); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Nomor 6); 

 



 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 

2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 Nomor 3); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2025. 

 
Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar 
Rp2.878.638.359.661,00 berkurang sebesar Rp180.382.275.477,00 sehingga 
menjadi Rp2.698.256.084.184,00 dengan rincian sebagai berikut: 
 
1. Pendapatan Daerah 

a. semula       Rp2.831.988.566.675,00 
b. bertambah/(berkurang)     (Rp140.604.008.816,00) 
Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan  Rp2.691.384.557.859,00 

2. Belanja Daerah 
a. semula       Rp2.878.638.359.661,00 
b. bertambah/(berkurang)     (Rp180.382.275.477,00) 
Jumlah belanja Daerah setelah perubahan   Rp2.698.256.084.184,00 

3. Pembiayaan Daerah 
a. penerimaan pembiayaan 

1) semula       Rp49.072.225.404,00 
2) bertambah/(berkurang)    (Rp41.064.989.803,00) 
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp8.007.235.601,00 

b. pengeluaran pembiayaan 
1) semula       Rp2.422.432.418,00 
2) bertambah/(berkurang)    (Rp1.286.723.142,00) 
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  Rp1.135.709.276,00 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan  Rp6.871.526.325,00 
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan  Rp- 

 
 

Pasal 2 
 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas: 
 
Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 
Anggaran 2025; 
 

Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan 
Pembiayaan Tahun Anggaran 2025; 
 

 



Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah 
berupa Uang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah   
pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025; 
 

Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah 
berupa Barang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat 
Daerah pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025; 
 

Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan 
Sosial berupa Uang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat 
Daerah pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025; 
 

Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan 
Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta Satuan Kerja 
Perangkat Daerah  pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 
2025; 
 

Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan 
Bersifat Umum yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat 
Daerah pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025; 
 

Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan 
Bersifat Khusus yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat 
Daerah pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025; 
 

Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi  Hasil 
Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten  Tahun Anggaran 
2025; 
 

Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi  Hasil 
Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa  Tahun Anggaran 2025; 
 

Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025; 
 

Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Insfrastruktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun 
Anggaran 2025; 

 
Pasal 3 

 
Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang 

 
                                                                                 Ditetapkan di Pandeglang 
                                                                                 pada tanggal 3 November 2025    

 Oktober 2021 
BUPATI PANDEGLANG, 
 
         Cap/ttd 
 
RADEN DEWI SETIANI 

 
Diundangkan di Pandeglang 
pada tanggal 3 November 2025          
Oktober 2021 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, 
 
                                 Cap/ttd 
     
                           ASEP RAHMAT 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2025 NOMOR 69 
 
        Salinan sesuai dengan aslinya 

         Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM 

    SETDA KABUPATEN PANDEGLANG, 
 
 

  R. GOENARA DARADJAT, S.Sos.,M.SI 
         NIP. 19720531 199703 1 002  

 


